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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 

 

 

 

 

 

NOMOR  17 2005 SERI  E 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  4  TAHUN  2005   
 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 

SUBHANAHU WATA’ALA 
 

BUPATI  GARUT, 
 
 

Menimbang  : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan 
mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi dan akuntabilitas; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di 
atas,  maka perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
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Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan 
Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4400);    
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 201,Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4022); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4023); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4028); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 
Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan 
Kabupaten Garut tahun 2001 - 2005 (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 39); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 
Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 
2002 Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23). 
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Dengan Persetujuan  Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

B U P A T I  G A R U T 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
KABUPATEN GARUT. 

 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Garut. 

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Garut. 

5. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas 
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah 
tangga, biaya pengadaan sarana dan prasarana, kesejahteraan serta 
pemeliharaan perumahan dan sarana mobilitas. 

6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah. 
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